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Abstract 
Food security (food security) is a paradox and is more of a discovery 

of the modern world. Food security should include the availability, 
distribution, and consumption. Agricultural development has a common 
goal of promoting agribusiness, namely by building a synergistic and 
harmonious aspects: (1) upstream agricultural including seed, other 
production inputs and agricultural machinery, (2) primary agriculture (on-
farm), (3) agriculture downstream (processing), and (4) support services 
related to the advance of agribusiness. National Food Security must not be 
separated from domestic food security / local. With reference to the matter, 
with the regional autonomy is expected to maximize the role of local 
government in improving the agribusiness sector in achieving national food 
security. In addition, the restrictions on imported products is also one thing 
that must be taken into consideration by the government, the diversification 
of agricultural land into residential and industrial land is also a significant 
obstacle to the achievement of local and national food security, so it must be 
the limit. Development of agriculture technology also is expected to 
improve and streamline the agricultural sector. Diversification of Food 
Production in a way to diversify food consumption or to reduce the pressure 
on the availability of a range of food products, especially rice in Tunjang 
with consumption patterns, The Role of Agricultural Research and 
Development Agency were also in demand to provide new breakthrough to 
the perpetrators in the agribusiness sector which will bring progress and 
realization of national food security.  
 
Latar Belakang 

Ketahanan Pangan (food security) adalah paradox dan lebih 
merupakan penemuan dunia modern. Secara prosentase, lebih banyak 
produsen pangan di masa lalu ketimbang masa kini; tetapi dunia hari ini 
lebih aman pangan ketimbang masa lalu. Paradoks ini bisa terlihat jelas di 
banyak Negara maju, salah satunya adalah Inggris Raya; Prosentase 
populasi pertanian di UK tahun 1950 adalah 6 % dan terus menurun secara 
drastis hingga 2 % di tahun 2000, dan berdasarkan prediksi FAO (Food and 
Agriculture Organisation), jumlah populasi pertanian di Inggris akan terus 
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turun menjadi 1% di tahun 2010. Sederhananya, sekitar 896,000 petani akan 
memberi makan sedikitnya 60 juta penduduk. Indonesia saat ini memiliki 90 
juta petani (seratus kali dari Inggris) atau sekitar 45% penduduk “memberi 
makan” seluruh pendududuk (sekitar 230 juta orang). Tetapi fakta-fakta dari 
Nusa Tenggara Barat (yang kerap dikenal sebagai daerah lumbung padi) 
serta daerah semi arid seperti Nusa Tenggara Timur di semester pertama 
tahun 2005, justru menghadapi ketahanan pangan yang rapuh, terbukti 
dengan tingginya tingkat kekurangan pangan dan gizi buruk. (Lassa, 2005) 

Pendefinisian ketahanan pangan (food security) berubah dalam tiap 
konteks, waktu dan tempat. Lebih dari 200 definisi ketahanan pangan (FAO 
2003 dan Maxwell 1996) dan sedikitnya ada 450 indikator ketahanan 
pangan (Hoddinott 1999). Ketahanan pangan (food security) merupakan 
sebuah konsep kebijakan baru yang muncul pada tahun 1974 saat konferensi 
pangan dunia (Sage 2002). Maxwell (1996) mencoba menelusuri 
perubahan-perubahan definisi tentang ketahanan pangan sejak konferensi 
pangan dunia 1974 hingga pertengahan dekade 90an; perubahan terjadi pada 
level global, nasional, skala rumah tangga dan individu; dari perspektif 
pangan sebagai kebutuhan dasar (food first perspective) hingga pada 
perspektif penghidupan (livelihood perspective) dan dari indikator-indikator 
objektif ke persepsi yang subjektif. (Maxwell & Frankenberger, 1992).  

Ketahanan pangan harus mencakup faktor ketersediaan, distribusi, 
dan konsumsi. Faktor ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan 
pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi 
kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Distribusi berfungsi 
mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar 
masyarakat dapat memperoleh pangan dalam jumlah, kualitas dan 
keberlanjutan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Sedangkan Faktor 
konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara 
nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan 
dan kehalalannya. Situasi ketahanan pangan di negara kita masih lemah. Hal 
ini ditunjukkan antara lain oleh: (a) jumlah penduduk rawan pangan (tingkat 
konsumsi < 90% dari rekomendasi 2.000 kkal/kap/hari) dan sangat rawan 
pangan (tingkat konsumsi <70 % dari rekomendasi) masih cukup besar, 
yaitu masing-masing 36,85 juta dan 15,48 juta jiwa untuk tahun 2002; (b) 
anak-anak balita kurang gizi masih cukup besar, yaitu 5,02 juta dan 5,12 
juta jiwa untuk tahun 2002 dan 2003 (Ali Khomsan, 2003). 

Menurut Bustanul Arifin (2005) ketahanan pangan merupakan 
tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa 
pada abad milenium ini. Apabila melihat Penjelasan PP 68/2002 tersebut, 
upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber 
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daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah. Sejak tahun 
1798 ketika Thomas Malthus memberi peringatan bahwa jumlah manusia 
meningkat secara eksponensial, sedangkan usaha pertambahan persediaan 
pangan hanya dapat meningkat secara aritmatika. Dalam perjalanan sejarah 
dapat dicatat berbagai peristiwa kelaparan lokal yang kadang-kadang 
meluas menjadi kelaparan nasional yang sangat parah diberbagai negara.  

Kebutuhan pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan 
bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Bertambahnya penduduk bukan 
hanya menjadi satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju 
ketahanan pangan nasional. Berkurangnya lahan pertanian yang dikonversi 
menjadi pemukiman dan lahan industri, telah menjadi ancaman dan 
tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang 
mandiri dalam bidang pangan. Lonjakan penduduk dunia mencapai 
peningkatan yang tinggi setelah tahun 1960, hal ini dapat kita lihat dari 
jumlah penduduk tahun 2000-an yang mencapai kurang lebih 6 miliar orang, 
tentu saja dengan pertumbuhan penduduk ini akan mengkibatkan berbagai 
permasalahan diantaranya kerawanan pangan. Bahkan dua peneliti AS 
pernah menyampaikan bahwa pada tahun 2100, penduduk dunia akan 
menghadapi krisis pangan (Nasoetion, 2008). 

Menurut Tambunan (2003) dengan semakin sempitnya lahan 
pertanian di Indonesia, maka sulit untuk mengharapkan petani kita 
berproduksi secara optimum. Roosita (2002) dalam Tambunan (2003) 
memperkirakan bahwa konversi lahan pertanian ke nonpertanian di 
Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata 30.000-50.000 ha per 
tahun, yang diperkirakan jumlah petani gurem telah mencapai sekitar 12 juta 
orang. 

Berdasarkan data FAO (2004) dapat dikemukakan bahwa pada empat 
dekade terakhir produksi beras domestik telah mampu memenuhi sekitar 
97% dari total pasokan yang dibutuhkan setiap tahun. Jumlah pemenuhan 
pasokan beras tertinggi dicapai pada periode 1981-1990 yang mencapai 
101% dari total pasokan per tahun, namun kemudian menurun terus 
hingga pada tiga tahun terakhir mencapai rata-rata 94% dari total pasokan 
per tahun (Dwidjono, 2005). Lebih lanjut di jelaskan bahwa Sebagian 
besar atau sekitar 89% dari pasokan tersebut digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan pangan nasional yang berdasarkan angka-angka pada tabel 
tersebut dapat diperhitungkan bahwa tingkat konsumsi beras untuk pangan 
(food) mencapai 121,6 kg per kapita. Tingkat konsumsi untuk pangan 
tersebut pada dasarnya telah dapat dipenuhi dari produksi domestik yang 
mencapai 107,5% dari kebutuhan pangan nasional. Namun demikian 
impor beras masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional yaitu 
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dengan jumlah rata-rata per tahun mencapai sekitar 1.043.140 ton atau 
sekitar 4,7% dari pasokan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa 
kesetimbangan neraca perberasan nasional masih ditopang oleh impor 
walaupun dengan tingkat/persentase pemenuhan pasokan domestik yang 
cenderung menurun selama empat dekade terakhir 

Pangan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, 
terutama makanan pokok, karena menyangkut permasalahan politik, 
ekonomi, sosial dan budaya. Sebagian besar makanan pokok penduduk 
berasal dari serealia yang terdiri dari beras, jagung dan terigu dan terbesar 
sebagai makanan pokok penduduk adalah beras. Oleh karena itu masalah 
ketahanan pangan di Indonesia  menjadi penting untuk kesetabilan politik, 
ekonomi, sosial dan budaya. 

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan utama yang harus 
dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Hal itu didasarkan pada sejumlah 
pertimbangan. Pertama, Indonesia mempunyai potensi alam yang dapat 
dikembangkan sebagai lahan pertanian, Kedua, sebagaian besar penduduk 
tinggal di pedesaan yang matapencahariannya di sektor pertanian. Ketiga, 
perlunya induksi teknologi tinggi dan ilmu pengetahuan yang dirancang 
untuk mengembangkan pertanian tanpa mengakibatkan kerusakan. 
Keempat, tersedianya tenaga kerja sektor pertanian yang cukup melimpah. 
Kelima, sancaman kekurangan bahan pangan yang dapat dipenuhi sendiri 
dari produk dalam negeri, sehingga tidak harus tergantung pada produk-
produk pertanian luar negeri yang suatu ketika harganya menjadi mahal. 

Atas dasar latar belakang tersebut, beberapa permasalahan yang 
dapat di Tarik adalah Kebijakan apa yang perlu diambil oleh pemerintah  
 
Tujuan 

Menentukan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam memantapkan 
ketahanan pangan.  
 
Bahan dan Metode  

Dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif, yaitu 
penulisan yang memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual, data 
yang di kumpulkan di susun, dijelaskan dan dianalisis (Suracmad, 1980). 
Pemabahasan masalah dengan menggunakan studi pustaka sebagai sumber 
informasi.  
 
Hasil dan Pembahasan 

Konsep ketahanan pengan (food security) lebih luas dibandingkan 
dengan konsep swasembada pangan,  yang hanya berorientasi pada aspek 
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fisik kecukupan produksi bahan pangan. Beberapa ahli sepakat bahwa 
ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu 
“ketersediaan pangan” dan “aksesibilitas masyarakat” terhadap bahan 
pangan tersebut. Salah satu dari unsur diatas tidak terpenuhi, maka suatu 
negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. 
Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika 
akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka 
ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.  

Penjabaran dari ketahanan pangan yang mengandung unsur 
ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat tersebut lebih luas lagi 
harus dijabarkan menjadi ketersediaan secara fisik kuantitasnya, kualitasnya 
dan keberlanjutannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, 
sedangkan aksesibilitas masyarakat dapat lebih diperinci menjadi empat, 
meliputi distribusi, konsumsi, dan keamanan. Distribusi berperan untuk 
memperlancar dan mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan 
dengan cepat dan terjangkau, konsumsi berhubungan dengan 
keanekaragaman dan mutu pangan yang dikonsumsi tidak hanya cukup 
mengenyangkan tetapi juga berkualitas, sedangkan keamanan meliputi dua 
aspek yaitu aman dari sisi fisik tidak tercemar bahan berbahaya baik bahan 
kimia, biologi, maupun cemaran yang lain maupun aman dari segi akidah 
yaitu kehalalannya. 

Kebijakan harga beras telah menjadi basis kebijakan pangan dan 
beras lebih dari 300 tahun, sejak masa kolonial (Mears & Moeljono 1981). 
Sayangnya, nature dari kebijakan harga pangan hari ini sangat berbeda 
dengan asal-muasalnya. Pemerintah Kolonial Belanda selalu menginginkan 
harga buruh yang murah bagi investasi pertaniannya di Nusantara. Karena 
itu, harga dasar pangan dan beras selalu ditekan rendah, karena harga beras 
sangat penting bagi konsumsi keluarga, sehingga perlu membuat harga 
dasar pangan utama tersebut rendah sepanjang waktu. (Mears and Moeljono 
1981:23-24). 

Thompson & Cowan (2000: 402) mencatat perubahan kebijakan 
dan pendefinisian formal ketahanan pangan dalam kaitannya dengan 
globalisasi perdangan yang terjadi di beberapa Negara. Contohnya, 
Malaysia mendefinisikan ulang ketahahanan pangannya sebagai 
swasembada 60% pangan nasional. Sisanya, 40% didapatkan dari import 
pangan. Malaysia kini memiliki tingkat ketahanan pangan yang kokoh. Ini 
memberikan ilustrasi yang jelas bahwa ketahanan pangan dan swasembada 
adalah dua hal yang berbeda. 

Tantangan terbesar Indonesia adalah bahwa tidak dengan mudah 
kita mengabaikan perdagangan pangan global karena tingkat urbanisasi 
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yang tinggi yang berbarengan dengan tingkat kemiskinan perkotaan, yang 
mana sangat membutuhkan pangan yang murah, kecuali ketergantungan 
pada produksi pangan domestik bisa menjamin harga pangan yang murah 
bagi kaum miskin kota. Tapi pada saat yang sama harus menghadapi cara 
bagaimana memproteksi petani kecil dan miskin dari dampak perdagangan 
pangan global. Meningkatnya populasi penduduk perkotaan dari 15% di 
tahun 1950 menjadi 46% di tahun 2003, menjadi tantangan pemenuhan 
ketahanan pangan kota. 

Dilema bagi Indonesia adalah bahwa Petani tidak banyak menikmati 
harga dasar pangan yang adil. Sayangnya harga yang adil bagi petani identik 
dengan naiknya harga pangan. Sedangkan kaum miskin kota, yang semakin 
meningkat dari tahun ke tahun justru membutuhkan pangan yang murah, 
demi akses yang lebih baik bagi kaum miskin. Permintaan akan beras 
dengan tingkat konsumsi per kapita sebagai indikatornya ternyata untuk 
jangka panjang mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap 
ketersediaan  beras nasional walaupun  dalam jangka pendek tidak 
menunjukkan berpengaruh yang signifikan terhadap ketersediaan beras 
nasional . Untuk jangka panjang berarti setiap satu persen kenaikan 
tingkat permintaan atau konsumsi per kapita per tahun menuntut 
peningkatan ketersediaan pangan sebesar tiga persen setiap tahun. 
Sedangkan produksi domestik yang diindikasikan dengan luas panen 
menunjukkan pengaruh positif signifikan namun dengan persentase yang 
relatif lebih kecil dari peningkatan konsumsi. Untuk setiap satu persen 
kenaikan produksi hanya meningkatkan ketersediaan beras nasional sebesar 
0,91 persen sehingga untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan beras 
nasional yang berasal dari produksi dalam negeri diperlukan upaya 
peningkatan produktivitas per hektar luas panen sehingga dapat 
memberikan kontribusi yang lebih tinggi pada tingkat ketersediaan beras 
nasional. Hal ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah mengingat 
pada periode setelah krisis justru ketersediaan beras meningkat pada 
kondisi luas panen menurun dan ternyata kondisi ini ditunjukkan pula 
oleh laju pertumbuhan produksi yang semakin lambat yaitu sebesar 0,85 
persen per tahun (Dwijono, 2005). 
 
Kebijakan Umum  

Pembangunan pertanian mempunyai tujuan umum yaitu memajukan 
agribisnis, yaitu dengan membangun secara sinergis dan harmonis aspek 
aspek: (1) industri hulu pertanian yang meliputi perbenihan, input produksi 
lainnya dan alat mesin pertanian; (2) pertanian primer (on-farm); (3) industri 
hilir pertanian (pengolahan hasil); dan (4) jasa-jasa penunjang yang terkait 
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dalam memajukan agribisnis. Setiap pelaku agribisnis mengharapkkan 
adanya insentif bagi pendapatan dalam menjalankan perannya dalam 
perkembangan agribisnis, tanpa adanya insentif tambahan maka mereka 
akan enggan menekuni agribisnis, maka kunci dalam meningkatkan kinerja 
di sektor ini adalah menciptakan insentif ekonomi yang menunjang daya 
tarik agribisnis. 

Selain hal tersebut di atas, membatasan produk impor juga menjadi 
salah satu hal yang wahib di pertimbangkan oleh pemerintah. Di 
mungkinkan juga dengan peningkatan biaya masuk barang produk pertanian 
dari luar. Dengan pembatasan tersebut di harapkan akan lebih memberikan 
kesempatan produk local mempunyai pasar di Negara sendiri. Yang 
tentunya di ikuti dengan ,kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk. 

Diversivikasi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan industri 
juga menjadi kendala yang sangat berarti bagi pencapaian ketahanan pangan 
lokal maupun nasional, dengan mengacu pada hal tersebut, pemerintah di 
harapkan mampu membuat blue print peta lokasi pengembangan sektor 
pertanian berdasarkan pada tingkat produktifitas daerah penghasil produk 
pertanian. Sehingga dengan adanya peta lokasi tersebut, pemerintah 
mempunyai pembatasan terhadap adanya diversifikasi lahan pertanian untuk 
pemukiman dan industri dan lebih mengoptimalkan peningkatan hasil 
pertanian pada lokasi tersebut salah satunya dengan pemperluas lahan 
pertanian.   
 
Ketahanan Pangan Domestik/Lokal 

Ketahanan Pangan Nasional tentunya tidak terlepas dari ketahanan 
pangan domestik/lokal. Dengan mengacu pada hal tersebut maka dengan 
adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan peran pemerintah 
daerah dalam meningkatkan sektor agribisnis dalam mewujudkan ketahanan 
pangan nasional.  

Proses otonomi daerah yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 
22 Tahun 2000 Tentang Otonomi Daerah yang ditindak lanjuti dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000, peranan daerah dalam 
meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya menjadi semakin 
meningkat. meningkat. Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi 
daerah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat 
berperan aktif. Achmad (2005) menyebutkan dalam upaya meningkatkan 
ketahanan pangan di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut diharapkan 
memperhatikan beberapa azas, yaitu: 

1. Mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing- 
masing daerah sesuai dengan potensi sumberdaya spesifik yang 
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dimilikinya, serta disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya 
setempat.  

2. Menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti menselaraskan 
kebijakan ketahanan pangan daerah dengan kebijakan ketahanan 
pangan nasional. 

3. Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah. 
4. Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan. 

Dengan memperhatikan beberapa azas kebijakan ketahanan pangan 
di daerah tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah 
daerah tersebut diantaranya meliputi:  

1. Pemerintah daerah perlu menyadari akan pentingnya memperhatikan 
masalah ketahanan pangan di wilayahnya.  

2. Perlunya apresiasi tentang biaya, manfaat, dan dampak terhadap 
pembangunan wilayah dan nasional program peningkatan ketahanan 
pangan di daerah kepada para penentu kebijakan di daerah. 

3. Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan strategi untuk 
menangani masalah ketahanan pangan di daerah. 

4. Perlu dikembangkan suatu wahana untuk saling tukar menukar 
informasi dan pengalaman dalam menangani masalah ketahanan 
pangan antar pemerintah daerah. 

 
Pengembangan teknologi 

Pengembangan teknologi dalam meningkatkan efisiensi akan 
mencakup teknologi pengembangan sarana produksi (benih, pupuk dan 
insektisida), teknologi pengolahan lahan (traktor), teknologi pengendalian 
hama terpadu (PHT), teknologi pengelolaan air (irigasi gravitasi, irigasi 
pompa, efisiensi dan konservasi air), teknologi budidaya (cara tanam, jarak 
tanam, pemupukan berimbang, pola tanam, pergiliran varietas), dan 
teknologi pengolahan hasil.  

Teknologi pertanian berperan penting dalam mendukung 
pengembangan pertanian pangan di areal pengembangan baru 
(ekstensifikasi). Pengembangan lahan pertanian baru, menurut kondisi agro 
ekosistemnya dapat dibedakan menjadi: (1) lahan sawah cetakan baru, (2) 
lahan kering (ladang atau di bawah naungan), dan (3) lahan rawa (pasang 
surut dan lebak). Sudah barang tentu teknologi yang dibutuhkan untuk 
pengembangan di areal ekstensifikasi ini akan bersifat lokal spesifik. 
(Achmad, 2005) 
 
Diversifikasi Produksi Pangan 

Diversifikasi produksi pangan merupakan aspek yang sangat penting 
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dalam ketahanan pangan. Diversifikasi produksi pangan bermanfaat bagi 
upaya peningkatan pendapatan petani dan memperkecil resiko berusaha. 
Diversifikasi produksi secara langsung ataupun tidak juga akan mendukung 
upaya penganekaragaman pangan (diversifikasi konsumsi pangan) yang 
merupakan salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan. Ada dua 
bentuk diversifikasi produksi yang dapat dikembangkan untuk mendukung 
ketahanan pangan, yaitu:  
1. Diversifikasi horizontal; yaitu mengembangkan usahatani komoditas 

unggulan sebagai “core of business” serta mengembangkan usahatani 
komoditas lainnya sebagai usaha pelengkap untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan sumberdaya alam, modal, dan tenaga kerja keluarga serta 
memperkecil terjadinya resiko kegagalan usaha. 

2. Diversifikasi regional; yaitu mengembangkan komoditas pertanian 
unggulan spesifik lokasi dalam kawasan yang luas menurut kesesuaian 
kondisi agro ekosistemnya, dengan demikian akan mendorong 
pengembangan sentra-sentra produksi pertanian di berbagai wilayah 
serta mendorong pengembangan perdagangan antar wilayah. 

 
Pola Produksi dan Konsumsi 

Pada umunya produk pangan mengikuti pola produksi musiman, 
sedangkan kebutuhan pangan harus dipenuhi sepanjang tahun. Produk 
pertanian pada umumnya juga cepat rusak (perishable). Sehingga dengan 
kondisi yang demikian maka aspek pengolahan dan penyimpanan menjadi 
hal penting dalam upaya penyediaan pangan secara berkelanjutan. 

Produksi pangan di Indonesia tersebar menurut kondisi agro-
ekosistem dan geografinya, sedangkan lokasi konsumen tersebar di seluruh 
pelosok tanah air, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan. 
Dengan demikian, aspek transportasi dan distribusi pangan menjadi sangat 
penting dalam rangka penyediaan pangan yang merata bagi masyarakat.  

Achmad (2005) menyebutkan dalam mengatasi permasalahan 
penyediaan pangan antar waktu dan antar tempat tersebut, teknologi pasca 
panen dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi baik pada saat panen 
(mengurangi kehilangan hasil), pengolahan hasil, pengemasan, transportasi, 
dan penyimpanan. Efisiensi yang dimaksud dalam hal ini mencakup aspek 
efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis mencakup upaya 
mengurangi kehilangan hasil, mempertahankan kualitas, dan memperlancar 
arus perpindahan barang. Sedangkan efisiensi ekonomis berupa 
penghematan biaya untuk pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan 
pendistribusian. Dengan demikian selisih harga (disparitas harga) antar 
wilayah dan antar waktu diharapkan menjadi lebih kecil.  
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Pengembangan teknologi pasca panen mempunyai peran untuk 
pengembangan produk (product development), dimana bahan pangan yang 
mempunyai nilai tambah rendah dapat diolah menjadi berbagai produk 
olahan yang bernilai tambah tinggi. Pada saat yang sama kegiatan 
pengolahan tersebut dapat menciptakan nilai tambah (value added) berupa 
pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan. Sebagai contoh ubikayu 
dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti tapioka, tepung, chips, 
gaplek, seriping, mie dan alkohol. Melalui pengolahan sekunder, tapioka 
atau tepung singkong dapat diolah antara lain menjadi roti, kue, mie, lem, 
bahan kosmetika, dan bahan farmasi. 
 
Peranan Badan Litbang Pertanian  

Mengingat bahwa pelayanan teknologi tepat guna sangat vital bagi 
peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi, perbaikan mutu dan 
peningkatan nilai tambah di sektor pertanian, maka peranan lembaga 
penelitian nasional dan daerah seperti Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian (BPTP) beserta lembaga mitra kerjanya yang lain sangat vital 
dalam meningkatkan kinerja sektor ini. Kinerja pelayanan teknologi dituntut 
untuk mampu merespon dengan baik kebutuhan para petani dan pengusaha, 
dalam mengembangkan agribisnis yang modern dalam arti mengandalkan 
iptek untuk membangun efisiensi usaha, nilai tambah dan daya saing 
produknya, dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan keluarga tani di 
pedesaan. 

Teknololgi pertanian berperan sangat strategis di dalam upaya 
peningkatan ketahanan pangan nasional. Teknologi pertanian dapat 
berperan dalam meningkatkan produktivitas pangan, meningkatkan 
diversifikasi dalam jenis dan kualitas pangan, meningkatkan nilai tambah, 
kesempatan kerja, dan menjaga kelestarian sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup. Dengan teknologi tepat guna efisiensi produksi dapat 
ditingkatkan sehingga meningkatkan daya saing produk pangan di dalam 
negeri dan di pasar internasional. Pengembangan teknologi juga mencakup 
aspek rekayasa kelembagaan, yang mendorong berkembangnya 
kelembagaan agribisnis dan kelembagaan di pedesaan.  

Pelayanan kepada petani, dalam era reformasi ini, harus 
dilaksanakan dalam koridor pemerintahan yang baik dan bersih, mengikuti 
prinsip-prinsip: (i) bersifat memberdayakan dalam arti meningkatkan 
kemampuan menganalisis, mengambil keputusan, membangun akses 
terhadap sumberdaya dan sarana produksi, serta mengatasi masalah yang 
dihadapi; (ii) bersifat partisipatif dalam menghasilkan teknologi tepat guna, 
yaitu mengikut-sertakan petani sejak perencanaan, pelaksanaan, 
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pemantauan evaluasi dan perbaikan; (iii) memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk memberikan masukan; dan (iv) membangun komunikasi 
dan kerja sama yang baik antar pemerintah dengan berbagai komponen 
masyarakat untuk saling mengisi demi kemajuan bersama.  

Untuk itu sistem yang selama ini didisain untuk pola yang sentralistis 
dan instruktif, pada era otonomi dan globalisasi ini perlu disesuikan kepada 
pola yang partisipatif. Penyesuaian ini memerlukan kemauan, kemampuan 
intelektual dan komitmen untuk berubah dan harus dimulai dari lingkungan 
kita masing-masing, untuk selanjutnya ditularkan kepada mitra kerja dalam 
kalangan yang lebih luas. Melalui upaya tersebut disertai tekad yang kuat 
untuk membangun bangsa, maka ketahanan pangan nasional dapat kita 
wujudkan. (Achmad, 2005). 
 
Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan hasil studi tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa untuk menjamin keberlanjutan ketahanan pangan 
melalui peningkatan ketersediaan pangan nasional, terutama beras sekaligus 
peningkatan kesejahteraan petani diperlukan kebijakan jangka panjang dan 
jangka pendek. Untuk jangka pendek masih diperlukan kebijakan 
perlindungan petani dengan pembatasan impor produk pertanian namun 
hendaknya didukung pula dengan kebijakan yang mendorong 
peningkatan produksi domestik melalui upaya peningkatan produktivitas 
produk pertanian nasional. Selain itu pula untuk daerah penghasil pertanian 
lainnya perlu dilakukan peningkatan produktivitas dan luas panen, baik 
dengan perluasan lahan maupun peningkatan intensitas tanam per tahun 
dengan jaminan ketersediaan irigasi dan input pertanian.  

Untuk jangka panjang kebijakan pembatasan impor tersebut dapat 
dikurangi secara bertahap namun kebijakan peningkatan produksi 
domestik masih diperlukan yang disertai pula dengan peningkatan 
Ketahanan Pangan Domestik/Lokal. Pengembangan teknologi pertanian 
juga di harapkan mampu meningkatkan dan mengefisienkan sektor 
pertanian. Diversifikasi Produksi Pangan dengan cara penganeka-ragaman 
konsumsi atau pangan dapat mengurangi tekanan pada ketersediaan satu 
macam produk pangan, terutama beras. Konsekuensinya, keanekaragaman 
ketersediaan bahan pangan perlu ditingkatkan pula dengan didukung 
agroindustri pengolahan pangan non-beras yang berbasis produk dalam 
negeri agar dapat tersedia dan mudah diperoleh  dimana saja dan di 
tunjang dengan pola konsumsi masyarakat, Peranan Badan Litbang 
Pertanian pun juga di tuntut untuk memberikan terobosan baru kepada para 
pelaku di sector agribisnis yang akan membawa kemajuan dan pewujudan 
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ketahanan pangan nasional.  
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